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GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) hurul b
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah jucnto Pasal 71 Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulia Nomor 2 Tshun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Benglkulu
mengamanatkan schagian dari hasil penerimaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota;

bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas, perla
ditetaplkan Peraturan Gubernur Bengkulu Tentang
Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBE-KB)
antara Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Provinsi
Bengloulu Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Benglkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penvelesaian  Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 126, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S049);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiil
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemeriniah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
berlalunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
tentang Pelaksanaan Pemerintahan di  Provinsi
Benglkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keusngan Daerah (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintsh Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Momor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; {Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah  Provinsi
Benglulu Tahun 2008 Nomor %

16. Peraturan Daerah Provinsi Benghulu NMomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
[Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Nomor 2);

17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Provinsi Bengloula;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 20123.

BABR1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan @

Daerah adalah Provinsi Bengkulu,

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Benghulu,
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup
Provinsi Benghkulu.

Gubernur adalah Gubernur Benghkulu,

Selkretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Benghulu,

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Benglkulu.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Bengkuhu.
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8. Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi

Bengkulu;

9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBB-KB adalah pajak atas Penggpunaan Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.

BAB I
PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

(1) Penerimaan Bruto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan PBB-KB
sebelum dikurangi Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

{2) Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 3% {tiga
per seratus| dari Penerimaan Bruto PEB-KB.

(3} Penerimaan Netto adalah jumlah keseluruhan Penecrimaan PBB-KB
setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Dacrah.

Pa=al 3

Persentase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten /Kota ditetapkan sebagai berikut :

. 30% [Tiga Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi,

b. 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota.

Fasal 4

(1) Persentase Bagi Hasil PBB-KB sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus)
sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dibagi antara Pemerintsh
Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagal berilaut
a. 30% (tiga puluh per seratus) dibagi rata per Kabupaten/Kota
b. 70% (tujuh puluh per seratus) dibagl berdasarkan Potensi Panjang

Jalan Kabupaten/Kota,

(2) Pembagian Hasil Penerimaan PBB-KB untuk bagian masing-masing
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) buruf b
dibagi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Panjang
«Jalan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Perhitungan persentase Penerimaan bagi hasil PBB-KB sebagaimana
dimaksud Pasal 4 di atas selanjutnya tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Penetapan persentase pembagian hasil penerimaan PBB-KB antara
Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013
adalah sebagai berikut :

#. Kota Bengkulu sebesar 9,48 % (sembilan koma empat puluh
delapan per seratus);

b. Kabupaten Bengloulu Selatan sebesar 9,80% (Sembilan koma
delapan puluh per seratus);



(1)

(2)

3)

¢. Kabupaten Kaur sebesar 7,64 % (tujuh koma enam puluh empat

per seratus);

d. Kabupaten Seluma scbesar 20,58 % (dua puluh koma lima

puluhdelapan per seratus);

¢. Kabupaten Benglulu Utara sebesar 10,02 % (sepulubh koma nol dua

per seratus);

f. Kabupaten Muko-Muko sebesar 10,43 % (sepuluh koma empat

puluh tiga per seratus);

£ Kabupaten Rejang Lebong sebesar  10,07% (sepuluh koma nol tujuh

per seratus);

h. Kabupaten Lebong sebesar 6,75 % (enam koma tujuh puluh lima

per seratus);

Kabupaten Kepahiang sebezsar 9,02 % (Sembilan koma nol dua per
seratus);

Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 6,21 % [(enam koma dua
puluh satu per seratus);

BAB Il
PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 6

Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) di atas, dibayar setiap 3 (Hga) bulan
scsuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masulk
ke Kas Pemerintah Dasrah Provinsi Benghuha.

Apabila hasil penerimaan FBB-KB pada tahun anggaran berjalan
melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daersh Tahun Anggaran yang bersangkutan, maks bagian
Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun
Anggaran berikutnya.

Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Benghkulu berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan
Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Benghkulu,

BAB IV
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil
Penerimaan PBB-KB antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 8

Peraturan Cubernur ini menjadi dasar perhitungan Bagi Hasil Penerimaan
PBBE-KB antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Benglulu,

Pasal 9
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas
perhitungan bagi hasil penerimaan PBB-KB yang telah diperhitungkan
pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.
Pagal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bengloulu,

tapkan di Bengkulu
tanggal

UBERNUR BENGELULL,

A
/AR

k H. JUNAIDI HAMSYAH

iundangkan di Bengkulu
a tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
VINSI BENGKULL,

ina Utama Madya
NIP.19530812 1978031 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 06



i ¢
HYASWYH QNN H

L\.. :
:._ ANON3E m_._zmmm:\mu\m\;
____

20000 00'0L C.__ Wy BRESLD [|%0E ¢ Hy TWnr
%itg %BLZE =00l ¥ Wi BRESL'D 1 W GUEDE  |WE 0k wie HYSNIL NINADNIA| 0L
%dl's %EQ'D =0L ¥ up BRESL'D ! WM 0ELES  |%WE oF  :%oe ONYAHYDTH| &
%EL9 SHGLE =%0L ¥ Wy BIEQLD T Wy LLERE |%E LU 14, oNDEIT| B
Sel0'0L T |sedos =800 % WY SECL'9 ¢ Wy SUL8E  |%E 0F - WOE ONOETT DNV £
REFOL Tokk L =00l X WX EREGLS - uny 088LL  |%E 0F - SeOE OHNN-OHON| 8
b T 0L =004 W Wy BE'eslD un BO0LLD |W%E 0L ROE YHVLN MINADNIR) S
S8e 0F weg Ll | =00/l ¥ Wy 89'EGL'D - Wy DO'EER'L [WRE 0L - %0E YWNEs] ¥
YoFe'L b3t =00l X W BAEGLE ¢ WX ¥Alvk  |%E 0L - %OE HMYA| E
Fol8's f: ] =900 ¥ und BEESLE © WH 629589 (%€ 0k %R0E HYLYI3S NINHONIE| €
YR 6 SeBrg =0p0L ¥ Wl BE'ESL'E | WM BFOED  |%E 0l - ROE NINHMDMNIE YLOM|
Sep=/ g g ¥ 3 Z L

Ejoy/uziedngey Eursew elosyusiedngey Jad JOOUNEE UBEIEPUSEH ejoy/uatedngey sad

Bupsepy ueiBequag yejin yEjlunp BuMod uesiesenieq Beqip 9,0, eeeges eel ifeqn w0¢ Jesagas VIOHNILVdNEYA N

NINHENIE ISNIAOHD WY TV HYHIYO HY LNHIW3d WY LNY
(a¥-884) 40 LOWYIE NYYEYONIY SvVHYE NYHYE HVIMYd NYYIWIMANTD TISYH NYIOYEWIH SSYINISEId NVdYLINId

Ligd - bo- 57 ebbuel
ELOZUnyel <D0 JOWIDHN
nymyBuag InWsgns Leimeisd Ueduwey




